DESENTRALISASI ATAU
RE-SENTRALISASI?

Politik Hukum Pemerintahan
Daerah Menurut

UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

Prosiding Simposium Nasional

Hukum Tata Negara
Bandung, 8 Juni 2015

Editor:

Inna Junaenah

Bilal Dewansyah

Mel Susanto

Naksha Laraswati
Wicaksana Dramanda

idukung oleh;

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Rancangan perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
dipersiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 2011, dan telah disepakati antara
Komisi IT DPR dan Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil dari Pemerintah. Konsep peru-
bahan UU No. 32 Tahun 2004 adalah dengan memecah undang-undang tersebut ke dalam
tiga undang-undang berbeda, yakni undang-Undang tentang pemerintahan daerah, undang-
undang tentang pemilihan kepala daerah, dan undang-undang tentang desa. Pada akhirnya,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disahkan sebagai pengganti dari UU No. 32 Tahun
2004. Undang-undang ini berurutan pembahasan rancangannya dengan UU Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada), dan disetujui tepat setelah persetujuan DPR untuk RUU Pilkada.
Berbeda dengan UU Pilkada, debat mengenai substansi UU Pemda baru ini kurang begitu
mengemuka di hadapan publik. Padahal tujuan utama perubahan adalah untuk memperbaiki
berbagai kelemahan yang masih terdapat di dalam UU No. 82 Tahun 2004. Aspek-aspek
yang dianggap sebagai kelemahan UU No. 32 Tahun 2004 di antaranya adalah mengenai
konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, hubungan antar pemerintah dacrah
dengan masyarakat sipil, dan berbagai aspek lainnya dari penyelenggaraan pemerintahan dac-
rah yang belum diatur.

Sebagian ahli beranggapan bahwa pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan
daerah berdasarkan UU ini semakin condong pada sistem otonomi materil. Selain condong

pada sistem otonomi materil, status sebagai perwakilan pemerintah pusat yang pada UU sche-
lumnya hanya diemban oleh Gubernur, kini juga diemban oleh Kepala Daerah Kabupaten/
Kota dalam. kontecks melaksanakan urusan pemerintahan umum. Artinya, setiap satuan
pemerintahan, baik pdda tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, merupakan objek
dekonsentrasi. Kondisi ini mengakibatkan dipertanyakannya politik hukum otonomi daerah
yang terkandung di dalam UU 23 Tahun 2014 yang seolah semakin mengarah pada sistem
sentralistik. Padahal amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal
18 adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proshiding ini berisi sebagian dari makalah dan abstrak yang dipresentasikan dalam
Simposium HTN yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Un-
pad, untuk menjawab persoalan: apakah memang telah telah terjadi pegeseran dari desentrali-
sasi menjadi kembali pada pola sentralisasi (baca: Re-sentralisasi)? Sebagai sebuah wacana
ilmiah, banyak perspektf kritis yang dihadirkan oleh para penulisnya, dan beberapa di an-
taranya membenarkan ada kencenderungan re-sentralisasi pada UU No. 28 Tahun 2014.
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DINAMIKA POLITIK HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP
PERATURAN DAERAH

Muhtadi®®
Abstrak

Mendeskripsikan pilihan politik hukum serta- menemukan model pengawasan pemerintah
terhadap peraturan daerah (perda) dalam bingkai negara kesatuan dengan otonomi luas,
nyata dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta
p_eraturan perundang-undangan pemerintahan daerah merupakan tujuan akhir yang hendak
ditemukan jawabnya.  Dengan menggunakan pendekatan yuridis doktrinal melalui
perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di
Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan dalam
bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan, pertama, politik
hukum permanen pemerintah adalah melakukan kontrol terhadap peraturan daerah sebagai
keniscayaan dalam rangka menjamin satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan negara
berdasarkan prinsip NKRI dengan tetap memberikan kebebasan kepada daerah memilih
urusan sesuai kebutuhan dan kekhasan wilayah untuk diatur dalam peraturan daerah. Kedua,
pengawasan perda dengan mekanisme executive preview dan review oleh kementerian terkait
dan gubernur kepala daerah sebagai perpanjangan presiden, serta penerapan pengajuan
keberatan di Mahkamah Agung (MA) merupakan pilihan hukum Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda Tahun 2014) yang tidak saling

bertentangan.

Kata Kunci: control, local act, executive preview/review and judicial review.

A. Pendahuluan
mkan dalam setiap Undang-Undang

Salah satu materi muatan yang senantiasa dicantu '
pusat (pemerintah) dalam berbagai

Pemerintahan Daerah adalah pengawasan pemerintah
bentuknya terhadap peraturan daerah (perda).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(UU Pemda Tahun 1974)* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda Tahun 1999)%6 secara garis besar hanya menyebutkan
ketentuan umum materi muatan yang dapat dan tidak dapat diatur pe?rda. Pasal 3_9 uu
Pemda Tahun 1974 menentukan 3 (tiga) kualifikasi yang menjadi materi muatan, yaitu 1)

aran Bandung. Menyelesaikan pendidikan Sarjana

ada Program Pascasarjand
a Negara Fakultas Hukum

284 \Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadj .
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako, palu 2001, Magister Hukum p

iversi Padang, 2008. Dosen pada Bagian Hukum Tat _ :
EJ?:('UHBS'tHUkumLaLrJnn;;\:lir:tas ir:::itlas 2 muh'(adi.hanma_n@’ilr—”cl''v»cfo—'IL
iversitas ;

muhtadi.1977@fh.unila.ac_.ig.
pkkpuufhunila@gmail.com.

blik
g i baran Negara RepY
285 | embaran Negara Republik Indonesia

Indonesia (TLNRI) Nomor 3037.
286 | NRT Tahun 1999 Nomor , TLNRI Nomor 3839.

(LNRI) Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Le
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tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan perat;"? Ferundang-Undangan by
perda yang lebih tinggi; 2) tidak mengatur yang sudah diatur p:raturan Perundang.
undangan atau perda lebih tinggi; dan 3) tidak mengatur urusan ruma tar‘g?a_ fiaerah yang
lebh rendah. Implementasi pengajegan terhadap perda tersebut selanjutnya d'pfl'h_kOHStruks',
kewajiban persetujuan terhadap rancangan perda '(F?P@ffj.a) secara berjenjang gep,
pemerintah atasan sebelum diberlakukan. Perda provinsi wajib mendapatkan pe.rsetUJUan
dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sedangkan perda kabupaten/kota terlebih dahy|,

memperoleh persetujuan dari Gubernur.

Menyerupai pengaturan substansi UU Pemda Tahun 1974, Pasal 69 dan Pasal 70 yy
Pemda Tahun 1999 yang menegaskan bahwa: (1) perda dibuat untuk menyelenggarakan
otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi; dan (2) materi muatan perda tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perda
lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun pembatalan perda dalam
UU Pemda Tahun 1999 serupa dengan kehendak UU Pemda Tahun 1974, dibatalkan
pemerintah dan daerah yang menolak pembatalan tersebut dapat mengajukan keberatan
kepada MA paling lambat 15 (lima belas) hari setelah keluarnya pembatalan dari
pemerintah.2¥’

Rambu-rambu pembentukan dan materi muatan perda, termasuk mekanisme dan
bentuk pengawasannya mulai mengalami pengaturan sedemikian rigid, ditemukan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda Tahun
2004)® sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Pemda Tahun 2014.%
Secara kelembagaan, baik UU Pemda Tahun 1974, UU Pemda Tahun 1999 tidak berbeda
dengan UU Pemda Tahun 2004, ditetapkan kepala daerah setelah mendapat persetujuan
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).** Perbedaan mendasar mulai tercermin
dari pengaturan prosedur atau mekanisme pembentukan perda yang tidak diatur kedua UU
Pemda terdahulu. UU Pemda 2004 secara expressis verbis mengatur pembentukan dan
bahkan asas-asas pembentukan serta asas-asas materi muatan perda sebagaimana terdapat
mulai Pasal 137, dan demikian pula organ penegakan perda yang disebut dalam Pasal 149.

Standar sebagai dasar kontrol perda oleh UU Pemda 2004 ditegaskan: (1) perda
dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan; (2) menjabarkan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai identitas daerah; (3) dilarang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) berlaku
setelah diundangkan dalam lembaran daerah.”™

Guna menjamin perda sesuai standar tersebut, perda yang telah ditetapkan dilaporkan
kepada pemerintah untuk dilakukan uji kesesuaian materi muatan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi
pertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi maka pembatalan perda dengan peraturan presiden (perpres). Namun demikian,

287 | ihat Pasal 114 UU Pemda 1999.
288 | \RI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437,
289 | \RI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844
290 -
Lihat Pasal 38 UU Pemda 1974, Pasal 69 UU Pemda 1999 dan Pasal 136 a
yat (1) UU Pemda 2004.
21 |ihat Pasal 136 UU Pemda 2004. il
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perpres pembatalan perda dapat diajukan keberatan oleh daerah kepada MA untuk
dibatalkan, bahwa akibat pembatalan perda tersebut maka perda dinyatakan tetap berlaku.?*’

Penggantian UU Pemda Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda Tahun 2014)*** sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang®®
berpengaruh secara signifikan terhadap pilihan bentuk pengawasan Raperda dan Perda.
Pasal 245 UU Pemda Tahun 2015 secara spesifik dan terbatas mengatur evaluasi terhadap
Raperda RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
pajak dan retribusi daerah dan tata ruang daerah yang dilakukan Menteri untuk Raperda
provinsi sedangkan raperda kabupaten/kota dilakukan Gubernur sebagai aparatur
dekonsentrasi. Sedangkan pengaturan pembatalan perda diatur lebih terperinci mulai Pasal
249 sampai dengan Pasal 252.

Kriteria pembatalan perda dalam Pasal 250 UU Pemda Tahun 2014 berbeda dengan
persyaratan dalam UU Pemda Tahun 1974, 1999 dan 2004. Antara lain, penambahan standar
nilai disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan®® yang tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat setempat. Lebih dari itu, syarat tidak bertentangan
dengan kepentingan umum harus memenuhi salah satu kualifikasi yang dimaksud Pasal 250
ayat (2), yaitu: a). terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b). terganggunya akses
terhadap pelayanan publik; c). terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d).
terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e).
diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Berdasarkan UU Pemda Tahun 1974 dan UU Pemda Tahun 2004, pembatalan
sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Berbeda dengan UU Pemda Tahun 2004 dengan
payung hukum perpres serta dapat dimintakan membatalan perpres tersebut melalui MA,
sedangkan dalam UU Pemda Tahun 2014 menegasikan eksistensi MA dengan hanya
mengenal pembatalan perda melalui mekanisme administratif (executive review), sehingga
model penolakan terhadap pembatalan yang dilakukan Menteri menggunakan keberatan
administratif 2 Jika UU Pemda Tahun 2004 mengatur payung hukum Perpres, maka bentuk
hukum yang digunakan UU Pemda Tahun 2014 dalam pembatalan Perda Provinsi dilakukan
dengan keputusan menteri, dan perda kabupaten/kota dengan keputusan gubernur sebagai

wakil pemerintah.

Perda dalam sistem hukum nasional merupakan salah satu jenis peraturan perundang-
undangan yang diakui pertama kali secara tertulis dalam Pasal 2 Ketetapan (TAP) MPR
Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan. Sedangkan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR
Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perunda_ngan
Republik Indonesia secara expressis verbis tidak menyebutkan nomenklatur perda, melainkan

22 | jhat Pasal 145 UU Pemda 2004.

293 | NRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587.
2% | NIRI Tahun 2015 Nomor 24, TLNRI Nomor 5657.
5 | ihat Pasal 250 ayat (1) UU Pemda 2014.

% Lihat Pasal 251 UU Pemda 2014.
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sebatas peraturan pelaksanaan lainnya. Pengakuan serupa ditemukan dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan,”’ demikian pula yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan?®®
yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 .

Searah dengan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (.UUD 1945), pengakuan
perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undang‘an dlterr.\patkan dalam satu
paket perubahan kedua Pasal 18 UUD Tahun 1945, yaitu diakui sebag?gzgdasar hukum bagi
daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”” Sedangkan untuk
menjamin satu kesatuan sistem hukum dalam koridor hukum nasional, perubahan ketiga
UUD 1945 menegaskan adanya pengujian peraturan oleh dua lembaga. Mahkamah
Konstitusi (MK) menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945,°* sedangkan peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang termasuk perda diuji oleh MA.** Artinya
pengujian perda yang diakui oleh UUD 1945 hanyalah produk pengujian yang dilakukan MA.
Diluar itu, meskipun secara teoretis diakui adanya pengujian yang dilakukan eksekutif
(executive review) dan legislative (legislative review) tetapi konstruksi UUD 1945 hanya
mengakui produk MK dan MA.

Pertanyaan akademik yang dihendak ditemukan jawabnya berdasarkan alur pikir
tersebut adalah apakah yang menjadi politik hukum pengawasan perda dari semula
dilaksanakan hanya oleh pemerintah, bergeser dengan melibatkan peran serta Mahkamah
Agung sebagai lembaga penguji atas keputusan pemerintah membatalkan perda yang
berarti menegasikan wewenang MA dalam Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 19457?

B. Politik Hukum: Makna dan Urgensi

Politik, hukum dan kekuasaan berkaitan erat, saling berkelindan dan tidak dapat dipisah
satu dengan lainnya. Politik sebagai titik awal menuju kekuasaan, dan hukum sebagai
instrumen mempertahankan kekuasaan. Tipikal produk politik baik undang-undang ataupun
insrumen politik lainnya mempunyai karakter sesuai konfigurasi politik yang berkembang dan
menguasai lembaga politik. Mahfud MD** mengartikan politik hukum sebagai proses
pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum
akan dibangun dan ditegakkan. Unsur-unsur politik hukum dimaksud meliputi : (1)
pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi
hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; dan (2) pelaksanaan ketentuan hukum yang

telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Satjipto Rahardjo™ mengartikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang

hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

297 | NRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389,

29 | NRI Tahun 2011 Nomor , TLNRI Nomor 5234,

299 | ihat Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945.

300 | jhat Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945.

301 | ihat Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945.

302 \1ahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarata: LP3ES, 1998), him, 9,
303 gatjipto Rahardjo, Imu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), him, 334
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Sedangkan Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip Armen Yasir’® mendefinisikannya
sebagai sebuah alat atau sarana atau langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk
menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional
itu akan diwujudkan cita-cita bangsa indonesia.

Kajian politik hukum dalam pendekatan Hukum Tata Negara mencakup: (1) hal yang
substansi dari dalam bidang studi ilmu dan teknik perundang-undangan; (2) menekankan
kepada proses politik dan hukum pembentukan produk-produk hukum dan berkaitan
dengan badan-badan kenegaraan serta cara kerjanya menetapkan politik hukum dan aturan
hukum; dan (3) mencakup penyelenggara dan tujuan negara. Iman Syaukani dan A. Ahsin
Thohari*® menyebutkan bahwa kajian politik hukum mencakup enam hal, yaitu : (1) Proses
penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara
negara yang berwenang merumuskan politik hukum; (2) Proses perdebatan dan perumusan
nilai-nilai dan aspirasi kedalam rancangan undang-undang oleh penyelenggara yang
berwenang; (3) Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan poltik
hukum; (4) Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum; (5) Faktor-fator
yang mempengaruhi politik hukum; dan (6) Pelaksanaan dari peraturan perundang-
undangan yang merupakan implementasi politik hukum.

Adapun tujuan politik hukum adalah: (1) sebagai alat yang dipergunakan pemerintah
untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; (2) sistem hukum
nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa yang lebih besar; dan (3) Hukum nasional
adalah hukum yang berlandaskan ideologi dan konstitusional negara, Pancasila dan UUD
1945.

Bagir Manan®* berpendapat bahwa paling tidak terdapat dua lingkup utama politik
hukum, yaitu : 1) politik pembentukan hukum; dan 2) politik penegakan hukum. Politik
pembentukan hukum merupakan kebijakan yang bersangkutan dengan penciptaan,
pembaharuan dan pengembanganan hukum yang meliputi: (1) kebijakan (Pembentukan)
peraturan perundang-undangan; (2) kebijakan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau
putusan hukum, dan (3) kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya. Adapun politik
penegakan hukum merupakan kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan di bidang
peradilan, dan kebijakan di bidang pelayanan hukum.

Konstruksi politik hukum dalam pemilihan politik hukum Indonesia terdiri atas dua
model, terdapat politik hukum yang tetap dan tidak berubah (permanen), dan pada sisi lain
terdapat politik hukum yang dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan dalam jangka waktu
tertentu. Adapun politik hukum Indonesia yang tidak berubah adalah meliputi : (1) adanya
satu kesatuan sistem hukum Indonesia; (2) sistem hukum nasional dibangun berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945; (3) keadilan hukum kepada warga negara; (4) pembentukan hukum
yang memperhatikan kemajemukan masyarakat; (5) hukum adat diakui keberadaannya
sepanjang masih berlaku; (6) Pembentukan hukum berdasarkan partisipasi masyarakat; dan
(7) hukum dibuat dan ditegakkan demi kesejahteraan umum, demokratis berlandaskan
hukum dan konstitusi.

%% Armen Yasir, Hukum Perundang-undangan, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), him. 125.
% Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), him. 32.
o Bagir Manan, Teori dan Pilitik Konstitusi, (Yogyakarta: UIl Press, 2003), him. 180-181.
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n UUD 1945 asli dibawah rezim Soeharto pada

akhirnya mengantarkan pada upaya-upaya perubahan konstitusi yang didasarkan salah
satunya pada rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara _belum cukup
didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang
demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi

daerah.’”’

Praktik ketatanegaraan berdasarka

C. Politik hukum pengawasan perda

Pengawasan dalam konstruksi manajemen merupakan salah satu unsur yang dilakukan
untuk pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok
manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan
dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.**
Rumusan pengawasan dalam berbagai literatur manajemen dan administrasi secara umum
memiliki kesamaan dalam menempatkan fungsi pengawasan pada urutan terakhir di antara
sesuai fungsi administrasi atau manajemen.*”

Secara gramatikal pengawasan berakar kata dari "awas” yang dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia berarti: (1) dapat melihat baik-baik; (2) tajam tiliknya; (3) memperhatikan
dengan baik; waspada; (4) hati-hati; ingat®® Sedangkan pengawasan berarti: (1) penilikan
dan penjagaan; (2) Adm penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan;~ melekat
pengawasan yg langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas
yang menjadi tanggung jawab bawahannya itu; ~ preventif Adm pengawasan thd peraturan
daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu yg baru akan berlaku sesudah
ada pengarahan pejabat yg berwenang; ~ represif Adm penangguhan atau pembatalan
peraturan daerah atau keputusan kepala daerah oleh pejabat yg berwenang;, ~ umum
pengawasan yg dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah
daerah*"

Fungsi pengawasan secara hukum berbeda secara diametral dari fungsi pengaturan.
Namun demikian, dalam praktik keduanya mempunyai banyak kesamaan.*’? Pengawasan
secara normatif dalam Penjelasan Umum UU Pemda Tahun 1974 angka 6 huruf a disebutkan
bahwa “dalam segi organisasi, terutama dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan
adalah sangat penting, karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya
keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh
Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.”

Nomenklatur pengawasan dalam ranah teori perundang-undangan berarti pengujian
terhadap validitas, baik substansi (material) ataupun proses (prosedur). Pengujian peraturan

397 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat, (Jakarta: Sekretariat Jenderal
MPR-R], 2005), him. 6-8. ;

308 | ihat dasar menimbang huruf a Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 9

309 4. Hadari Nawawi, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: Erlangga, 1995, him. 6.
310 Tjm penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai PL;staka 20(;2 hln; 79 ’
31pid, lihat juga http://kbbiweb.id/awas, akses terakhir pada 30 Mei 2015 AR

312 gahastain Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (Penerjemah : Noor Cholis), Jakarta: Lembaga Kajian
dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012, him. 366. ! :
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perundang-undangan yang dikenal dalam teori dan praktik penyelenggaraan kenegaraan
paling tidak mencakup legislative review (political review), executive review (administrative
review), dan judicial review. Disamping ketiga model tersebut terdapat judicial preview, dan
executive preview. Tiga prosedur pertama dilakukan setelah pengundangan yang berarti pada
saat norma tersebut dinyatakan berlaku, sedangkan dua sisanya dilakukan setelah dilakukan
persetujuan  bersama  para  pembuatnya  tetapi  dilakukan  sebelum  norma  tersebut
diberlakukan.

Pengaunaan istilah pengujian perda dalam praktik peraturan perundang-undangan
pemernintahan daerah digunakan dengan istilah yang tidak ajeq. Satu sisi memakai
pengawasan preventif untuk perda yang mengatur hal tertentu, yaitu sebelum berlaku wajib
mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang, yang dalam hal ini adalah pengesahan
gubernur terhadap raperda kabupaten/kota.Artinya, yang diuji adalah raperda bukan
perda. Tetapi pada saat menjadi perda menggunakan nomenklatur pengawasan represif **

Pilihan penggunaan dua model pengawasan terhadap perda tersebut dapat diternukan
dalam Penjelasan Umum UU Pemda Tahun 1974, yang salah satu poin penting adalah bahwa
pemberian otonomi seluas-luasnya sebagaimana terdapat dalam UU Pemda Tahun 1942
bertentangan dengan jiwa dan semangat negara kesatuan, yang karenanya diperlukan
pengawasan termasuk terhadap perda.

Dasar pemikiran pembentukan UU Pemda Tahun 1974 yang memiliki keterkaitan erat
dengan pilihan model pengawasan terhadap perda sebagaimana terdapat dalam Penjelesan
Umum angka 6 huruf c dan d, yaitu :

C. Pengawasan Preventif,

(1) Pengawasan Preventif mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah
ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu:

(a) Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah Tingkat [;

(b) Gubernur Kepala Daerah bagi Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah Tingkat IL

(2) Pada pokoknya Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang
untuk berlakunya memerlukan pengesahan adalah yang:

(a) menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat ketentuan-
ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk
berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang

ditujukan langsung kepada Rakyat;

(b) mengadakan ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas
pelanggaran ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah;

3 Lihat Pasal 68 UU Pemda Tahun 1974.
314 ihat Pasal 70 UU Pemda Tahun 1974,
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() memberikan beban kepada Rakyat, misalnya pajak atau retribysi

Daerah,
(d)  menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum, karena
menyangkut kepentingan rakyat, misalnya: mengadakan hutang-
piulm\(]' menangqung pinjaman, mengadakan Perusahaan Daerah,

Y ey -16 -
menetapkan  dan mengubah  Anggaran pendapatan dan Belanja

' > ar: Iy ats .
Daerah, menetapkan perhitungan Anqqgaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, mengatur gaji pegawai dan lain-lamn,

(¢) Pengawasan Represif.

(1) Pengawasan represif dilakukan terhadap semua peraturan daerah dan

keputusan kepala daerah.

(2) Pengawasan represif berwujud penangguhan atau pembatalan peraturan
daerah atau kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pilihan pelekatan pengawasan prepentip dan refressif terhadap perda dalam UU Pemda
Tahun 1974 merupakan solusi mengakiri keterlepasan daerah dalam memaknai wujud
otonomi riil dan seluas-luasnya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor
16 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (UU Pemda Tahun 1965).°"
Namun demikian, UU Pemda Tahun 1965 sejatinya mengatur dua model pengawasan
terhadap perda, preventif dan represif. Yaitu sebelum menjadi perda (raperda) dengan
kewajiban mendapatkan pengesahan pejabat pemerintah atasan terlebih dahulu dan pada
saat menjadi perda.Penjelasan Umum angka V UU Pemda Tahun 1965 menyebutkan pilihan
pengawasan preventif dan represif adalah bahwa :

“_Perubahan-perubahan yang telah diadakan dalam struktur pemerintahan Daerzh
dan yang dimasukkan dalam sistimatika Undang-Undang tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah yang baru ini, ialah ditujukan untuk menjamin dapat
diselenggarakannya satu Pimpinan Nasional dari pusat sampai di daerah-daerah yang
terbawah serta keutuhan kesatuan Republik Indonesia dalam rangka Undang-Undang
Dasar Proklamasi 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara dimaksud dalam Manipol-
USDEK.

.. Untuk mencapai maksud dan tujuan itu, maka layak dan pada tempatnya, apabila
Pemerintah Pusat mengadakan pengawasan atas daerah-daerah. Seharusnya masalah
pengawasan itu, ditinjau dari segi ketatanegaraan dalam rangka negara kesatuan,
merupakan segi hubungan suplementer saja, sebab makin baik jalannya pemerintahan
daerah, makin sederhanalah stelsel pengawasan yang diperlukan dan sebaliknya.

Terutama untuk menjaga kewibawaan pemerintah daerah serta untuk menghindarkan
terjadinya  atau  memperkecil  kemungkinan-kemungkinan  akan terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir) kecerobohan atau kelalaian
dalam administrasi yang dapat merugikan masyarakat daerah dan negara, maka
disamping mengadakan pengawasan secara umum atas daerah-daerah, perlu

315 | NRI Tahun 1965 Nomor 83, TLNRI Nomor 2778,
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diselenggarakan Pengawasan preventif dalam wujud mengesahkan peraturan daerah
atau keputusan daerah, serta Pengawasan represif terhadap tindakan-tind
diselenggarakan oleh daerah atau terhadap keputusan daerah yang sudah
kekuatan hukum, juga bilamana keputusan d
pengesahan terlebih dahulu dari penguas

akan yang
mempunyai
aerah itu secara formil tidak memerlukan
a yang berwenang mengesahkannya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah UU Pemda Tahun 1974 menghendaki

terjadinya sentralisasi kekuasaan sebagaimana dilakukan UU Pemda Tahun 1965, -
dalam pembentukan perda, daerah ti

(1) Peraturan daerah dan atay keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah tingkat
atasnya ditangguhkan berlakunya atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Apabila gubernur kepala daerah tidak menjalankan haknya untuk menangguhkan atau
membatalkan Peraturan Daerah Tingkat II dan atau Keputusan Kepala Daerah Tingkat II
sesuai dengan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka penangguhannya dan atau
pembatalannya dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Pembatalan peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah yang dimaksud dalam
ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, karena bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah tingkat atasnya, mengakibatkan
batalnya semua akibat dari peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah yang
dimaksud, sepanjang masih dapat dibatalkan.

(4) Keputusan penangguhan atau pembatalan yang dimaksud dalam ayat- ayat (1) dan (2)
pasal ini, disertai alasan-alasannya diberitahukan kepada kepala daerah yang
bersangkutan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sesudah tanggal keputusan itu.

(5) Lamanya penangguhan yang dinyatakan dalam Keputusan yang dimaksud dalam ayat (4)
pasal ini, tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan dan sejak saat penangguhannya, peraturan
daerah dan atau keputusan kepala daerah yang bersangkutan kehilangan kekuatan

berlakunya.

(6) Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penangguhan itu tidak disusul denggn
keputusan pembatalannya, maka peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah itu

memperolah kembali kekuatan berlakunya.

(7) Keputusan mengenai pembatalan yang dimaksud dalam ayat-ayat (4) dan (6) pahsalalrrg
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan atau Lembaran Daeran y

bersangkutan.
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Keberadaan dua model pengawasan terhadap perda yang dianut dalam .UU pEHI‘lda
Tahun 1974 secara positif harus dimaknai sebagai tindakan per.wcetc;aha.n agar tidak teqada
disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang 'Ieblh tln_ggl, termasuk menjaga
keselarasan antara perda provinsi yang ditempatkan sebagai pemerintahan da.er.ah tingkat
atasan dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun demikian, St'?cara
negatif pengawasan yang sedemikian ketat terhadap pembentukan perda oleh pemerintah
sekaligus menunjukkan sisi negatif, pusat tidak percaya kep?da daerah untuk mengelola.
uangnya, dan bahkan urusan pemerintahan  daerah. Akibatnya, daerah mengalami
kemandulan kreatifitas dan lebih berorientasi pada persetujuan pemerintah atasan yang

menandakan adanya kepatuhan bawahan.

UU Pemda Tahun 1999 lahir pada awal reformasi yang hampir di setiap sektor
kehidupan berbangsa dan bernegara menghendaki kebebasan, keterbukaan dan bahkan
cenderung lepas kendali dari pemerintah. Sehingga kemudian yang terjadi euphoria
reformasi yang pada wilayah tertentu nyaris mengantarkan kepada perubahan bentuk negara
kesatuan, menjadi federal, dan bahkan lebih ekstrem memisahkan diri sebagai negara
berdaulat.

Perubahan arah pendulum penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik ke
arah desentralisasi dikuatkan dengan argumentasi politik yang ditegaskan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan pentingnya perubahan UUD Tahun 1945 dengan
menyebutkan bahwa konstitusi tersebut belum cukup memuat pelaksanaan otonomi daerah,
sehingga semangat peneyelenggara semata tidak akan cukup mensejahterakan masyarakat
daerah.

Pengawasan perda sebagai salah satu materi muatan UU Pemda Tahun 1999
dikonstruksikan hanya dilakukan melalui mekanisme eksekutive review atau dengan cara
represif sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 dan Pasal 114.

Pasal 113 menyatakan bahwa dalam rangka pengawasan, peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah disampaikan kepada pemerintah selambat-lambatnya lima belas
hari setelah ditetapkan. Sedangkan Pasal 114 menyebutkan :

(1) Pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang
bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Keputusan pembatalan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada daerah yang bersangkutan dengan
menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalan peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peraturan daerah atau
keputusan kepala daerah tersebut dibatalkan pelaksanaannya.

(4) Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan
keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah.

Pilihan hanya mengenal pengawasan represif terhadap perda terdapat dalam
Penjelasan Umum angka 10 UU Pemda Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan
pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan daerah
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otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih
memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta
memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawasan
terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, peraturan daerah yang ditetapkan daerah
otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.

Pengawasan represif dalam UU Pemda Tahun 1999 menurut Bagir Manan dilakukan
melalui pembatalan (vernieteging) atau penundaan (schorsing).*'*Pilihan tersebut pada
prinsipnya merupakan kontra dengan model pengawasan yang ketat dalam UU Pemda
Tahun 1974, tetapi pada satu sisi memberikan keleluasaan pemerintah daerah berkreasi
melaksanakan pembangunan daerah (termasuk pembentukan perda) serta keleluasaan DPRD
mengawasi pemerintah daerah. Pada sisi lain, bagi DPRD meskipun sama berada di daerah
sebagai pelaksana otonomi daerah, tetapi konstruksi DPRD menjelma sebagai legislative
daerah yang terkadang “lebih galak” dari pemerintah dalam mengawasi partner-nya,
executive daerah. Sedangkan pemerintah daerah (kepala daerah) cenderung melepaskan diri
dari kontrol pemerintah. Di lain pihak, penghapusan kewenangan pemerintah dalam
mengawasi perda secara preventif justru menjadikan daerah sedemikian kreatif dalam
membentuk perda guna menggali potensi sumber pendapatan daerah (PAD). Pada masa ini,
tercatat 13.520 perda lahir’’’ dan akibatnya pelanggaran terhadap rambu-rambu agar perda
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau
kepentingan umum dan bahkan membebani masyarakat (termasuk dunia usaha) justru mulai
bermunculan serupa cendawan di musim hujan, sehingga pengawasan represif yang
dilakukan pemerintah menjadi jalan akhir yang panjang dan melelahkan dalam pembatalan
perda.

Akibat pilihan hukum Pasal 113 UU Pemda Tahun 1999, daerah yang membuat perda
dibebani kewajiban untuk menyampaikan perda tersebut kepada pemerintah, maka proses
evaluasi terhadap perda tersebut dapat membebani pemerintah, sehingga kemudian menjadi
mafhum dengan tidak adanya limitasi waktu evaluasi yang dilakukan pemerintah, tetapi Pasal
114 sebatas membebani pemerintah daerah untuk melakukan pembatalan, atau memilih
melakukan keberatan terhadap keputusan pembatalan tersebut melalui MA. Organ pelaksana
pembatalan perda itu sendiri, UU Pemda Tahun 1999 tidak menunjuk secara langsung siapa
yang dimaksud, tetapi sebatas menyebut Pemerintah. Demikian pula jenis perda yang
dibatalkan tersebut tidak dibatasi materi muatan yang diaturnya, melainkan sepanjang
peraturan tersebut berupa perda, maka pemerintah dapat membatalkannya. Akan tetapi, jika
ditelusuri peraturan pelaksana UU Pemda Tahun 1999, khususnya terkait dengan organ
pelaksana pembatalan perda sebagaimana dimaksud Pasal 114, maka untuk pembatalan
perda pajak daerah dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 80
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah®® dan demikian pula
pembatalan perda retribusi daerah dilakukan Menteri Dalam Negeri sebagaiamana dimaksud
Pasal 17 PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah,’ dan keduanya dilakukan atas:.
pertimbangan, Menteri Keuangan. Sedangkan terkait dengan perda yang mengatur materi

1€ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otnomi Daerah Yogyakarta: PSH FH UL, 2001, him. 154, lihat juga 8ag"
Manan Hubungan Antara Pusat dan daerah Menurut UUD 1945, Jakarta : Sinar Harapan, 1994, him- 182.11
"7 Ni'matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah Yogyakarta : FH UII Press, 2010, him. 10-12.
LNRI Tahun 2001 Nomor 118, TLNRI Nomor 413.

LNRI Tahun 2001 Nomor 119, TLNRI Nomor 414,
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lainnya PP Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah® dilakukan pembatalan oleh Menteri Dalam Neger;
dan otonomi daerah dengan mendapatkan masukan dari lembaga terkait terhadap perda
provinsi. Sedangkan pembatalan terhadap perda kabupaten/kota kev.venangan pembatalan
tetap ada pada Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah tetapi dapat didelegasikan
kepada gubernur sebagai aparat dekonsentrasi di daerah.’”!

Berbeda dengan konstruksi Pasal 114 UU Pemda Tahun 1999 yang memberikan
wewenang MA menguji keberatan pembatalan perda oleh pemerintah, maka PP No. 20
Tahun 2001 menegasikan kehadiran MA, tetapi membatasi pada mekanisme keberatan
administratif. Pemerintah provinsi mengajukan keberatan atas pembatalan perda kepada
pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah, sedangkan pemerintah
kabupaten/kota mengajukan keberatan kepada gubernur sesuai dengan kewenangan yang
diberikan pemerintah dalam pembatalan perda.**?Artinya, secara normatif telah terjadi
inkonsistensi pengaturan dalam pengajuan keberatan terhadap pembatalan perda yang
dilakukan pemerintah (menteri dalam negeri dan otonomi daerah) atau gubernur.

Centang perenang hubungan pusat dan daerah termasuk dalam memaknai
pengawasan represif terhadap perda, pada gilirannya menghendaki perubahan mendasar
aturan pengawasan tersebut melalui penggantian UU Pemda Tahun 1999 menjadi UU Pemda
Tahun 2004.

UU Pemda Tahun 2004 mengembalikan model pengawasan perda ke dalam dua
bentuk sebagaimana dianut UU Pemda Tahun 1974 dan UU Pemda Tahun 1965 yaitu
preventif dan represif dengan tetap memberikan porsi MA menerima keberatan atas

pembatalan perda.

Pengawasan preventif dilakukan secara terbatas pada raperda yang materi muatannya
mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perubahannya, raperda
pajak daerah,*® retribusi daerah**'dan rencana tata ruang dan wilayah. Pengawasan preventif
dilaksanakan secara berjenjang menyerupai pengaturan UU Pemda Tahun 1974, raperda
provinsi dievaluasi oleh menteri sedangkan raperda kabupaten/kota dikoreksi gubernur.??
Pengawasan preventif terhadap empat jenis raperda tersebut kemudian dijabarkan dalam PP
Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,**® yang kemudian lebih dijabarkan kembali Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah.

320 | NRI Tahun 2001 Nomor 41, TLNRI Nomor 4090.
321 | ihat Pasal 10 PP Nomor 20 Tahun 2001.

322 | ihat Pasal 10 ayat (3) dan (4) PP Nomor 20 Tahun 2001.

323 pengaturan tersebut masih menginduk pada PP Nomor 65 Tahun 2001. Namun demikian, sumber atribusi
kewenangan pemerintah melakukan pengawasan terhadap raperda pajak daerah ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, TLNRI
Nomor 3645) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 246, TLNRI

Nomor 4048). .
324 pengaturan tersebut masih menginduk pada PP Nomor 66 Tahun 2001. /bid.

325 |ihat Pasal 185 dan Pasal 186 UU Pemda 2004,
526 | NRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593.
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Adapun pengawasan repressif ditegaskan dalam Pasal 145 UU Pemda Tahun 2004 dan
dilakukan pembatalan apabila perda nyata nyata bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan perundanag-undangan yang lebnh tinggi. Dalam UU Pemda Tahun 2004
yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang
berakibat terganggunya kerukunan anfar warga masyarakat, terganqqunya pelayanan umum,
dan terganggunya ketenteraman/ketertiban  umum  serta kebakan yang bersifat
diskriminatif Adapun  pelaksanaan  pembatalan  terhadap perda  dilakukan dengan
peraturan presiden atas usul menteri '

Pilihan dua model pengawasan, preventif dan represif dalam sudut pandang politik
hukum  pengawasan perda ditegaskan oleh pembuat UU Pemda Tahun 2004 dalam
Penjelasan Umum Angka 7, bahwa .

Penyelenggara pemerintahan daerah  dalam  melaksanakan tugas, wewenang,
kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lan
dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya
Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama pemerintah daerah, artinya prakarsa
dapat berasal dari DPRD maupun dari pemerintah daerah. Khusus peraturan daerah
tentang APBD rancangannya disiapkan oleh pemerintah daerah yang telah mencakup
keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah dan ketentuan
daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam
lembaran daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi
daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan
evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk
melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya, terutama
peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Terkait dengan pilihan pengawasan terhadap perda sebagaimana dituangkan dalam
Penjelasan Umum UU Pemda Tahun 2004 tersebut diatas, Penjelasan Umum PP 79 Tahun
2005 mengkonfirmasikan sebagai berikut :

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan
melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh
manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi
secara efektif dan efisien.

Pemerintahan daerah pada hakikatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan
nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan
daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur

;i’ Lihat Penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU Pemda 2004.
* Lihat Pasal 37 PP Nomor 79 Tahun 2005
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dengan pe n pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan
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Pembinaan atas penyelenggara

oleh pemerintah dan/atau gu
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intat pemerintahan,
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negeri sipil daerah,

masyarakat. |
pemerintahan daerah oleh Pemerintah, Gubernur

s kegiatan yang dituiukan untuk menjamin agar
h dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan
dang-undangan. Pengawasan ini dilakukan

Pengawasan atas penyelenggaraan

dan Bupati/Walikota adalah prose

penyelenggaraan pemerintahan daera

rencana dan ketentuan peraturan perun : '

oleh aparat pengawas intern pemerintah sesual dengan bidang kewenangannya
masing-masing.

Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 3 Tahun 2007 menggunakan istilah klarifikasi
untuk pengawasan represif, yaitu pengkajian dan penilaian terhadap perda dan peraturan
kepala daerah untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan preventif dalam
Pasal 1 angka 6 Permendagri dipilih istilah evaluasi, yaitu pengkajian dan penilaian terhadap
raperda dan rancangan peraturan kepala daerah untuk mengetahui apakah bertentangan

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan pengawasan kedua jenis pengawasan terhadap perda kemudian diatur
lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang
Pengawasan Represif Kebijakan Daerah yang mengatur mengenai Peraturan dan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan demikian, nyata terdeskripsikan bahwa pilihan pengawasan preventif dan
represif merupakan sarana pengendalian “keliaran” daerah yang nyaris tidak memposisikan
diri sebagai organ pemerintahan lebih rendah sebagai akibat politis dari euphoria
pelaksanaan UU Pemda Tahun 1999.

Pilihan pengawasan preventif dan represif terhadap perda yang dianut dalam UU
Pemda Tahun 2004 tidak berubah pengaturannya dalam UU Pemda Tahun 2014, tetapi
kriteria pembatalan perda menjadi lebih luas, yaitu selain perda dilarang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kepentingan umum ditambah
larangan bertentangan dengan kesusilaan. Kesusilaan dalam Penjelasan Pasal 250 ayat (1)
diartikan sebagai norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik
dan tata krama yang luhur. Makna kepentingan umum dipertegas’dan Iebihysepesiﬁk‘
dibandingkan dengan pengaturan serupa dalam UU Pemda Tahun 2004. Pasal 250 ayat (2)
UU Pemda Tahun 2014 menyebutkan maksud bertentangan dengan k i umum
adalah meliputi: gan kepentingan
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terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

2

terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

o

terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
dan/atau

e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Pemaknaan serupa terhadap bertentangan dengan kepentingan umum terdapat dalam
pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu kebijakan yang menyebabkan terganggunya
kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik,
terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan
kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Berkaitan dengan evaluasi raperda, Pasal 245 UU Pemda Tahun 2014 mengalami
perluasan jenis raperda yang wajib mendapatkan persetujuan menteri atau gubernur adalah
raperda yang terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), raperda
rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), APBD, perubahan APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang
daerah. Pasal 245 sebagai berikut :

(1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan
APBD,pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata
ruang daerah harus mendapat evaluasi menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.

(2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi
Rancangan Perda Provinsi tentang Tata Ruang Daerah berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

(3) Rancangan perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD,
perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi
daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
(4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda

Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkonsultasi dengan
menteri dan selanjutnya menteri berkoordinasi dengan  menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi

rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Tata Ruang Daerah berkonsultasi dengan
menteri dan selanjutnya menteri  berkoordinasi  dengan menteri  yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

Hasil evaluasi rancangan perda provinsi dan rancangan perda kq?upgtzm/kots
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetuul diiltutt ‘Gengs

pemberian nomor register.
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Pasal 1 angka 20 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan evaluasi adalah
’ aian terhadap rancangan perda dan rancangan perkada untuk

pengkajian dan peni ntingan umum, dan/atau peraturan perundang-

mengetahui bertentangan dengan kepe
undangan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan pengawasan preventif terhadap delapan (8) jgnis raperda selanjutnya
dijabarkan dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 8'_5 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014,
Prosedur tersebut secara sederhana mencakup kewajiban gub.er_nur meljyampanka_n raperda
kepada menteri, menteri kemudian membuat tim yang terdiri dari pihak terkait dengan
materi muatan raperda, hasil kerja tim merupakan bahan pembuatan keputusan menteri
dalam negeri yang akan disampaikan kepada gubernur, apabila gubernur tidak
menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, menteri akan menerbitkan keputusan pembatalan

raperda dimaksud.

Evaluasi terhadap raperda kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai aparatur
dekonsentrasi yang berwenang melakukan pengawasan preventif perda. Raperda terkait
dengan pajak daerah dan retribusi daerah serta rencana tata ruang daerah kabupaten/kota,
gubernur dalam melakukan evaluasi berkoordinasi dengan menteri terkait. Dalam
pelaksanaan evaluasi, gubernur membentuk tim yang beranggotakan dari Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai objek raperda. Hasil evaluasi tim merupakan bahan
pembuatan keputusan gubernur yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota, apabila
hasil evaluasi tidak dilaksanakan kabupaten/kota, gubernur akan menerbitkan peraturan
gubernur tentang pembatalan raperda.

Terhadap hasil evaluasi kementerian, gubermnur diberikan kesempatan melakukan
klarifikasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Permendari Nomor 1 Tahun
2014,

Pasal 86

(1) Gubernur menyampaikan perda tentang pajak daerah, perda tentang retribusi daerah,
perda tata ruang daerah, perda tentang APBD, perda tentang perubahan APBD dan
perda tentang pertanggungjawaban APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
diundangkan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Klarifikasi terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim
evaluasi.

(3) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak sesuai
dengan hasil evaluasi maka Perda dimaksud dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 87

(1) Pembatalan perda tentang perda tentang pajak daerah, perda tentang retribusi daerah,
perd:a tata rt_Jang daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) paling lambat
7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.

2) PembaFalan Per_da tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) sekaligus dinyatakan berlaku pagu
APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan.

Terkait dengan model pengawasan repressif, Pasal 251 UU Pemda 2014 memberikan
kewenangan pembatalan kepada menteri untuk perda provinsi, sedangkan perda
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kabupaten/kota dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Terhadap keputusa
pembatalan tersebut, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden sedangkan
bupati/walikota mengajukan keberatan terhadap perda yang dibatalkan gubernyr kepada
menteri. Pasal 251 UU Pemda 2014 menyebutkan bahwa -

(1) Perda provinsi dan peraturan  gubernur yang bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau
kesusilaan dibatalkan oleh Menteri,

(2) Perda kabupaten/kota dan Peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,

dan/atau  kesusilaan dibatalkan  oleh gubernur  sebagai  wakil pemerintah
pusat.

(3)  Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat tidak membatalkan perda

(4)  Pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan menteri dan pembatalan perda kabupaten/kota dan
peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya DPRD
bersama kepala daerah mencabut perda dimaksud.

(6)  Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan perkada dan selanjutnya
kepala daerah mencabut perkada dimaksud.

(7) Dalam hal penyelenggara pemerintahan daerah provinsi tidak dapat menerima
keputusan pembatalan perda provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan
pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan
yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur
dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling Iamb?t %4 (empat belas) hari
sejak keputusan pembatalan perda atau peraturan gubernur diterima.

(8)  Dalam hal penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kqta tigak dapa.t menerima
keputusan pembatalan perda kabupaten/kota dan l?upatllwalt kc?ta tldal.< dapa(;t
menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksu
pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibena.rkan oleh ketentuan peratu[a?[
perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepadatmirlzoeta
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda kabupaten

atau peraturan bupati/wali kota diterima.

Prosedur pembatalan perda secara represif sebagaimana dimakSL_Jd Pasaarl] 565516'%[;
Pemda Tahun 2014 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 88 sampai c*:e?hidap perda.
Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dengan menggunakan istilah kiar-lﬁ-kaﬂt;hadap perda,
Klarifikasi menurut Pasal 1 angka 19 adalah pengkajian dan penilaian o |
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Perkada dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan Umum,

kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Gubernur menyampaikan perda provinsi dan peraturan gubernur kepaQa Menter,
Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal* dan bupati/walikota menyampalkan‘ perda
kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada gubernur_dan kepadzjl Menteri Dalam
Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah dlt_etapkan untuk
mendapatkan klarifikasi*® Selanjutnya Sekretaris Jenderal atas nama Mgnten Dalam Negeri
membentuk tim klarifikasi yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup Kementerian
Dalam Negeri dan kementerian terkait sesuai kebutuhan dan ditetapkan fieng‘an Keputusan
Menteri Dalam Negeri®® Tim melakukan klarifikasi dengan hasil akhir yaitu: (1) hasil
klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih
tinggi; dan (2) hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan yang lebih tinggi. Apabila hasilnya dinyatakan bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dijadikan dasar
pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri melalui peraturan menteri dalam negeri
Selanjutnya Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat kepada
kepala daerah yang berisi pernyataan perda telah sesuai dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan apabila ternyata
perda dimaksud sebaliknya, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat hasil klarifikasi kepada
kepala daerah yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan penyempurnaan
perda dan/atau melakukan pencabutan perda. Apabila pemerintah daerah tidak
melaksanakan hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk
pembatalan **

Klarifikasi perda kabupaten/kota dilakukan gubernur dengan membentuk tim yang
terdiri dari SKPD sesuai kebutuhan dengan keputusan. Tim akan memberikan dua hasil yang
serupa dengan tim klarifikasi menteri. Apabila hasil klarifikasi menyatakan perda
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan,
gubernur manjadikan hasl tersebut untuk mengajukan pembatalan kepada menteri. Dalam
hal telah sesuai, Sekretaris Daerah menerbitkan peberitahuan kepada kabupaten/kota perihal
tersebut, sedangkan jika sebaliknya gubernur memberitahukan agar kabupaten/kota
memperbaiki atau mencabutnya. Apabila daerah tidak melakukan rekomendasi gubernur,
gubernur dapat mengusulkan pembatalan perda kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri.?**

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang tidak dapat menerima keputusan
pembatalan perda kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung,
dan apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan
tidak mempunyai kekuatan hukum 3%

3% pasal 88 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014
330 pasal 88 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014
331 pasal 89 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014

332 pasal 90 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014

33 pasal 91 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014

334 pocal 92-Pasal 96 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014
*%5 pasal 98 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

e A A i R S

e et ) rosiding Simposium Nasional HTN 2015

Pilihan hukum pengawasan preventif dan represif dalam UU Pemda Tahun 2014 dapat
dilacak pada gagasan dasar mengingat UU Pemda Tahun 2014 huruf ¢ bahwa efisiensi dan
efektivitas - penyelenggaraan  pemerintahan  daerah perlu  ditingkatkan
memperhatikan aspek-aspek  hubungan  antara pemerintah pu
antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta pelu
global dalam kesatuan sistem penyelengq

dengan lebih
sat dengan daerah dan

ang dan tantangan persaingan
araan pemernntahan negara.
Salah satu paragraf dalam Penjelasan Umum angka 1 UU Pemda Tahun 2014
menyebutkan bahwa :

Presiden sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan dibantu oleh menteri neqgara dan
setiap menteri l)mlanggung atas urus

_ an pemerintahan tertentu dalarn pemerintahan,
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang
sesungguhnya diotonomikan ke daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu
Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian berkewajiban
membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi
daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan
menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada
menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian melakukan
pembinaan dan pengawasan yang Dbersifat teknis, sedangkan kementerian
melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum.

Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi  antar
kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Secara khusus terkait dengan pilihan pengawasan preventif dan refresif perda,
Penjelasan Umum angka 8 menyebutkan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepalg

daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat perd'fl sebagai

dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai defwgan

kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Perds yang cilbtuat
batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan.

oleh daerah hanya berlaku dalam . e

iki [ kan oleh daerah tidak boleh bertentang

Walaupun demikian perda yang ditetap N

den arr: ketentuan peraturan perundang-undangan yang Ieb|}.1 tn?ggl t|ndg!\ahbnam,ji

Sesu%i dengan hierarki peraturan perundang—undangan. Dlsalmtplgg :tll,tpt.(;“: Ztengg:n

i i -undangan tidak boleh bertentange
' ari sistem peraturan perundang-un ' ‘
E:g;r‘li:gan umumrz‘.ebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan perda.
onomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang

. hi
Mengingat  tanggung jawab akhir
maka konsekuensi logis
kan bahwa

Daerah melaksanakan ot
memegang  kekuasaan
penyelenggaraan pemerintahan ad
kewenangan untuk membatalkan per

pemerintahan. y
a di tangan Presiden, .
da ada ditangan Presiden. Dapat dikata

T T
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presiden yang langsung membatalkan perda. Presiden,
p(‘,,,[mmmn perda provinsi kepada menteri sebaga;
awab atas otonomi daerah. Sedangkan Untyk

adalah tidak efisien apabila
melimpahkan kewenangan

qubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah,
;Jntuk menghindari tetjadinya kesewenang-wenangan dalam pcmba'tnlnn p(;rda'.m?ka.
penwrinmh‘ daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan ;?er( a provins;
yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Scdangk‘an pemerintah  daeral
knh{apnten/knm dapat mengajukan keberatan pembatalan perda kabupntet.\/kota‘ym.]g
dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah  pusat ke'pada. Menteri, .Dan Sisi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan

Menteri bersifat final.

Secara normatif, pengawasan represif terhadap perda yang diatur dalam UU Pemda
Tahun 2014 seakan menegasikan wewenang MA melakukan judicial review terhadap Perda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun demikian,
pengaturan norma dalam Pasal 251 UU Pemda Tahun 2014 dan Pasal 98 Permendagri Nomor
1 Tahun 2014 sama sekali bukan perda sebagai objek pengujian MA melainkan peraturan
presiden yang membatalkan perda sebagai objek pengujian dimaksud.**® Artinya, dengan
menggunakan kaidah normatif dalam Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945 serta pemberian
wewenang secara atributif dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.®¥’ Pasal 20 ayat (2) huruf b secara
spesifik memberikan kewenangan MA menguji peraturan perundang-undangan dibawah
undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan huruf c mengatribusikan jenis
kewenangan lain yang dapat diberikan oleh undang-undang tertentu terhadap MA,
meskipun itu tidak merupakan undang-undang dalam bidang kekuasaan kehakiman,
termasuk dalam pengertian tersebut adalah pengatribusian melakukan pengujian keberatan
yang diajukan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) terhadap peraturan
presiden yang membatalkan perda. Prosedur pengujian tersebut kemudian oleh MA
diterbitkan Peraturan MA tentang Hak Uji Materiil dengan Peraturan MA Nomor 1 Tahun
2004.

Dengan demikian, pilihan pemberian pengawasan melalui tindakan preventif dan
represif merupakan cara menjaga keutuhan daeah dalam bingkai negara kesatuan,
sedangkan pelaksanaan wewenang MA melakukan penilaian terhadap perda (dengan
menerima keberatan) adalah cara kekuasaan yudisial menjaga keajegan satu kesatuan sistem
hukum nasional berdasarkan konstitusi. Sehingga diantara kedua model pengawasan, baik
dilakukan secara administratif (executive preview dan executive review) oleh pemerintah
ataupun judicial review oleh MA tidak dapat saling dipertentangkan secara diametral,
keduanya sejalan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatribusikan undang-
undang.

3 Renny R. Pasaribu, dkk, Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan

Kebijakan Indonesia, 2009, him. 45.
337 NRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076.
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D. Penutup

Uraian-uraian sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu pada akhirnya dapat
disimpulkan :

1. Politik hukum permanen pemerintah adalah melakukan kontrol terhadap peraturan
daerah sebagai keniscayaan dalam rangka menjamin satu kesatuan penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan prinsip NKRI dengan tetap memberikan kebebasan kepada
daerah memilih urusan sesuai kebutuhan dan kekhasan wilayah untuk diatur dalam
peraturan daerah.

2. Pengawasan perda dengan mekanisme executive preview dan review oleh kementerian
terkait dan gubernur kepala daerah sebagai perpanjangan presiden, serta penerapan
pengajuan keberatan di MA merupakan pilihan hukum UU Pemda Tahun 2014 yang
tidak saling bertentangan.
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